PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“KELOMPOK BERMAIN BONTOLERUNG*
DESA BONTOLEMPANGAN, KECAMATAN SINJAI BARAT

KEPALA DINAS PENANANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMJAL

Menimbang 8. bahwa dalam rangka memberkan kepastian hukum kepada
penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam membenksn
layanan pendidikan kepada Masyarakal periu diterbitkan lzin Pendinan
dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidkan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Sinjal Nomor . 421.9/13.9444/DPPOR tontang l2in
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini *KELOMPOK
BERMAIN BONTOLERUNG" Desa Bonlolempangan Kecamatan Sinjai
Barat telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 09 November 2020,
maka periu diterbitkan 1zin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dinl (PAUD) yang baru;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud hurul a dan
huruf b, dipandang peru ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjal
lentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidkan Anak Usia Dinl
(PAUD) "KELOMPOK BERMAIN BONTOLERUNG* Desa
Bontolompangan, Kecamatan Sinjai Barat;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1850 lentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1950

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
1822),

2.  Ungang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor TH,
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(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembatan Reputdix Indonesia Nomor 50714
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Tahun 2011 Nomor 82, Tan Lembaran
s234), Negara Republk Indonesa

(Lembaran  Negars Republk Indonesis Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan l.mm H: Republik  Inconesta Nomor  55a7)
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Nomor 9 Tahun 2015 lentang Perubahan KJ:MUMWMW:
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemarintahan Deerah (Lembaran Negara
Repubik indonesa Tehun 2015 Nomer 58, Tambahan Lembaran Negara
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7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 lentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang = Undang Nomor 35 Tahun 2014 lenlang Perubahan Alas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tenlang Perlindungan
Anak(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606),

9. Peraluran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 lentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggarsan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 lenlang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor §357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Alas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670);

12. Peraluran Menter Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tenlang Pendirlan Satuan Pendidikan Anak Usia Dinl (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 1279);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tenlang
Pembeniukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1856);

16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tenlang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjal Tahun 2014 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjal Nomor 74);

17. Peraluran Daerah Nomor § Tahun 2016 tentang Pembenlukan dan
Susunan Perangkal Daerah Kabupalen Sinjal (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjal Tehun, 2096 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjal Nomor 93);

18. Peraturan Bupali Sinjal Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2018 Nomor 23);

19, Peraturan Bupali Sinjal Nomor 50 Tehun 2018 tentang Pendelegasian
Kewenangan Perizinan don Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Setu Pintu Kabupaien Sinjal (Berita Daerah
Kabupaten Sinjal Tahun 2019 Nomor 50);
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1. Permohonan Penanggung  Jawab KELOMPOK  BERMAIN

BONTOLERUNG Nomor 003/PAUD. KB, BTL/BBTL/SBAII2021, Tanggal
19 Maret 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
Penyelanggaraan,

2 Akla Notaris Nomor : 22 Tanggal 18 Februan 2013 tenlang
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BONTO LERUNG Disingkal PAUD

BONTO LERUNG;

3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupalen Sinjal, Nomor :
TT/95/DP, Tanggal 23 Marel 2021, Perihal Penerbitan Perpanjangan Izin
Operasional Penyelenggaraan,

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), Kepada :

Nama lembaga + KELOMPOK BERMAIN BONTOLERUNG
Alamal Lembaga : Dusun Ambi, Desa Bontolempangan,

Kecamalan Sinjal Baral, Kabupaten Sinjai
Penanggung Jawab : MARSUKI

: Izin Pendirian dan Penyelenggarasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 18 Marel
2021 sampal dengan 19 Maret 2024;

: Permohonan lzin Pendidan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Din

(PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya masa berlaku izin;

: Keputusan Kepala Dinas Ini dipergunakan sebagaimana meslinya, sesual dengan

ketentuanperundang-undangan,

Dilerbatkan i Kabupalen Sinjal

Pada tanggal : 26 Maret 2021
a.n. BUPATI SINJAI

KEPALA DINAS,

Pangkat : Pembina Utama Muda / Ve
NIP : 187011301880031002

Bupati Sinjai di Sinjal (Sebagai Laporan);
. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjal,
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